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ABSTRAK 

 

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TIDAK 

MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA  

NARKOTIKA 

 

Oleh 

MUHAMMAD MERPI AGUNG PERKASA 

 

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika membutuhkan 

peran serta masyarakat, khususnya dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika. 

Pada kenyataanya terdapat masyarakat yang tidak mau melaporkan dalam hal 

mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Permasalahan penelitian ini adalah apakah 

faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur 

pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari 

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjung Karang, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dan 

Akademisi Kriminologi FISIP Unila. Data dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika terdiri dari: 

masyarakat tidak mau berurusan dengan masalah hukum karena dianggap akan 

merepotkan dirinya sendiri, masyarakat takut terhadap pelaku dan sindikatnya yang 

berpotensi mengancam keselamatan jiwanya apabila diketahui melaporkan tindak 

pidana narkotika dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan 

hukum apabila melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum. 

Upaya penanggulangan kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

secara non penal adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai kesadaran hukum 

kepada masyarakat agar masyarakat bersedia menjadi pelapor tindak pidana narkotika 

dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelapor. Upaya penal dilakukan 

dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melakukan tindakan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangka kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya penegak hukum mengatasi faktor 

penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

dengan meningkatkan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap 

masyarakat. Selain itu agar menerapkan sistem aplikasi pelaporan tindak pidana demi 

menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor. Hendaknya penegak hukum 

mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan tidak melaporkan adanya tindak 

pidana narkotika baik melalui sarana non penal maupun penal. 

 

Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan, Melaporkan, Narkotika. 
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ABSTRACT 

 

 

CRIMINOLOGIST STUDIES OF CRIME DO NOT REPORTING  

NARCOTICS CRIME 

 

By 

MUHAMMAD MERPI AGUNG PERKASA 

 

 

Efforts to overcome and eradicate narcotics crimes require community participation, 

especially in reporting narcotics crimes. In fact, there are people who do not want to 

report knowing that there is a narcotic crime. The problem of this research is whether 

the factors that cause crime do not report the existence of narcotics crime and how are 

efforts to deal with crime against crime not reporting narcotics crime? 

 

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data 

collection procedures with literature studies and field studies. The resource persons 

consisted of investigators from the Bandar Lampung Police Narcotics Research Unit, 

Class IA Tanjung Karang District Court Judges, Unila Faculty of Law Criminal Law 

Academics and Unila FISIP Criminology Academics. Data were analyzed qualitatively. 

 

The results of the research and discussion show that: Factors that lead to crimes not 

reporting narcotics crimes consist of: the public does not want to deal with legal issues 

because they are considered to be a hassle for themselves, the community is afraid of 

the perpetrators and their syndicates which have the potential to threaten their life 

safety if they are found to report acts narcotics crime and the lack of public 

understanding regarding legal protection when reporting narcotics crimes to law 

enforcement. Efforts to deal with crime by not reporting the existence of narcotics 

crimes in a non-penalistic way is by conducting outreach regarding legal awareness to 

the public so that people are willing to become reporters of narcotics crimes and 

provide guarantees for the security and safety of reporters. Penal efforts are carried 

out by investigation and investigation. Investigators take action in matters and 

according to the manner stipulated by law to seek and collect evidence with that 

evidence to shed light on the crime that occurred and to find suspects who have not 

reported a narcotics crime. 

 

The suggestion in this study is that law enforcers should overcome the factors that 

cause crime by not reporting narcotics crimes by increasing counseling regarding legal 

protection for the community. In addition, to implement a criminal action reporting 

application system in order to maintain the confidentiality and security of the reporter. 

Law enforcers should optimize their crime prevention efforts by not reporting narcotics 

crimes either through non-penal or penal means. 

 

Keywords: Criminologist, Crime, Reporting, Narcotics. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan internasional yang dihadapi 

oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini 

dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya 

arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh 

keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang 

sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika.  

 

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan suatu hal yang penting, 

karena narkotika berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses 

pembangunan nasional. Peredaran gelap narkotika berkaitan dengan maraknya 

penyalahgunaan narkotika mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di antaranya dengan 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah tindak pidana narkotika 

telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi 

yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan 

sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa 

yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.  
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Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah setiap aktivitas 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya menurut 

Pasal 35, peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

memiliki tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, yaitu: 

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna 

dan pecandu Narkotika. 

 

 

Sesuai dengan ketentuan di atas maka salah satu tujuan pemberlakukan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberantasan peredaran 

gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistic) untuk mencapai 

hasil yang telah ditetapkan, agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan dapat mencapai sasaran yang ditentukan.  

 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika memiliki peranan 

yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 

menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya 

kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-
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wenang yang dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan 

dapat dihindari. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi 

berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi 

masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut.  

 

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang 

dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum 

merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar 

keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya 

kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau 

diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota 

masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak 

menghiraukan aturan hukum.  

 

Kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, karena bukan hanya 

menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi 

juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum semakin diarahkan 

sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan manusia dituntut 

untuk dapat mengendalikan perilakunya, seban tanpa pengendalian dan kesadaran 

untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan 

kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran 

hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai 

warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan 

kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada 

kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan.  
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Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika bukan hanya 

menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran serta 

masyarakat, khususnya dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Orang 

atau masyarakat yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana disebut 

dengan pelapor, dan laporan itu sendiri oleh hukum diterjemahkan sebagai 

tindakan hukum berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 

hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.  

 

Dasar hukum peran masyarakat sebagai pelapor suatu tindak pidana adalah Pasal 

108 KUHAP, orang yang berhak mengajukan laporan kepada pejabat yang 

berwenang diantaranya adalah: 

(1) Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak 

pidana  

(2) Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu 

tindak pidana 

(3) Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak 

pidana  

(4) Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana  

(5) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana terhadap: pertama keamanan umum dan kedua jiwa atau hak milik  

(6) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tuganya yang 

mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana 

 

 

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan 

memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika dan memperoleh perlindungan hukum pada saat yang 
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bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. 

Pasal 107 menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang 

berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

 

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika: 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat 

(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

 

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara 

harapan bahwa masyarakat idealnya seharusnya bersedia melaporkan adanya 

tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang (das sein) 

dengan kenyataan masyarakat tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum 

dalam hal mengetahui adanya tindak pidana narkotika (das sollen). Alasan 

masyarakat kurang membantu proses penegakan hukum adalah masyarakat takut 

atau enggan untuk menjadi pelapor. Ketakutan tersebut dapat disebabkan oleh 

adanya ancaman dari para pelaku tindak pidana yang tidak segan-segan 

melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka. 

Selain itu, masyarakat juga tidak mau terlibat dalam urusan hukum, akibatnya 

mereka tidak melaporkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum, 

sehingga berpotensi menghambat aparat penegak hukum dalam melaksanakan 

tugas. 
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Contoh kasus kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah dalam Putusan Nomor: 

522/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan terdakwa Ali Amarsyah Bin Misran dipidana 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, karena tidak melaporkan adanya 

tindak pidana permufakatan jahat yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Adapun tuntutan 

jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan 

pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dan 

penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antaranya peran serta 

masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan 

penegakan hukum yang baik.1 

 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari 

masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini 

tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya 

                                                 
1 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press. Jakarta. 

1986. hlm. 9. 
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kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh para pelaku secara terkoordinir dengan kelompok dan modus 

yang berbeda-beda.  

 

Berbagai cara dan teknik baru yang harus diperbaharui untuk menjaga kepastian 

hukum dari situlah diperlukan kajian kriminologis sebagai ilmu bantu dan 

memahami kejahatan. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat 

melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui 

faktor penyebab terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan 

menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.2 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

Tesis yang berjudul: ”Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Tidak Melaporkan 

Adanya Tindak Pidana Narkotika”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak 

pidana narkotika? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika? 

                                                 
2 Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10. 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan sub kajian mengenai 

faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Wilayah Polresta Bandar 

Lampung, dan waktu penelitian adalah Tahun 2022/2023. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan 

adanya tindak pidana narkotika  

b. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoretis dan praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian mengenai kajian kriminologis terhadap kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi 

aparat penegak hukum penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. 

Selain itu sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum 

pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.  



 9 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Alur Pikir 

 

Alur pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

Tindak Pidana Narkotika 

Kejahatan Tidak Melaporkan Adanya 

Tindak Pidana Narkotika 

Faktor penyebab terjadinya 

kejahatan tidak melaporkan 

adanya tindak pidana 
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Upaya penanggulangan kejahatan 

terhadap kejahatan tidak melaporkan 

adanya tindak pidana narkotika 

Faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika sesuai 

dengan teori kontrol sosial 

 

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan 

tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

dilaksanakan secara penal dan non penal 

 

 

Teori  

Kontrol Sosial 

Teori  

Upaya Penanggulangan  

Kejahatan 

Pasal 131 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika 
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2. Kerangka Teoretis 

 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum3. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Kontrol Sosial 

 

Teori Kontrol Sosial pada dasarnya berusaha mencari jawaban mengapa orang 

melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi 

mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada 

pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang 

taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan 

tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap 

orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. 

Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 

“kriminologi baru” atau “ew criminology dan hendak kembali kepada subyek 

semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang criminal 

justice dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi 

lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah 

dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku 

anak/remaja, yakni selfreport survey. 4 

 

                                                 
3 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2012. hlm.101 
4 Emilia Susanti, Eko Rahardjo. Hukum dan Kriminologi, Aura Publishing, Bandar Lampung. 

2018. hlm. 98. 
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Travis Hirschi menegaskan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh tidak 

adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap 

masyarakat. Terdapat empat elemen ikatan sosial (social bond) dalam setiap 

masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

1. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap 

orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan 

peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment 

dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap 

pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas 

melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan 

keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan 

dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya. 

2. Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional 

seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan 

aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan 

seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan 

mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa 

harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.  

3. Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang 

berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk 

melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di 

segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam 

kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat 

memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum.  

4. Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya 

berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang 

pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-

norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan 

terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. 

Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar 

kemungkinan melakukan pelanggaran. 5 

 

 

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan  

 

 

Upaya penanggulangan kejahatan disebut juga dengan kebijakan kriminal atau 

criminal policy yaitu suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui 

                                                 
5 Ibid. hlm. 102-103. 
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penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya 

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil aturan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa mendatang.6 

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social 

welfare), oleh tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang rasional 

untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (kebijakan kriminal) 

menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan  

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar7 

 

 

Analisis terhadap kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial 

atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah 

tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari 

                                                 
6 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
7 Ibid. hlm.13.  
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kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented appoarch). Pendekatan 

kebijakan yang integral ini tidak hanya dalambidang hukum pidana, tetapi juga 

pada pembangunan hukum pada umumnya. 

 

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan 

kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya 

sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan 

beberapa upaya yaitu:  

1) Penerapan hukum pidana (criminal law application) 

2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment)8 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan politik sosial; ada 

keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. 

Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan kriminal selain dapat dilakukan secara refresif 

melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non 

penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini maka perlu 

digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi 

                                                 
8 Ibid. hlm.14.  
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masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan extra legal 

system atau informal and traditional system dalam kehidupan masyarakat. 

 

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai 

dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana 

perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku 

dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum 

dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badra 

Nawawi Arief, kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan diakhiri dengan terbentuknya undang-

undang di mana perbuatan itu diancam sanksi pidana. Terdapat tiga kriteria 

kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana: 

1) Pertama, penetapan suatu suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang 

(perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam 

masyarakat 

2) Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang 

utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut 

3) Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang 

bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman 

pidana kalua ternyata ada yang melanggar larangan. 9  

 

 

Upaya untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu 

memperhatikan kriteria umum sebagai berikut: 

(1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat 

mendatangkan korban.  
(2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan 

dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan 

hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri 

harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.  

                                                 
9 Ibid hlm. 16. 
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(3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak 

seimbang atau nyatanyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang 

dimilikinya.  
(4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, 

sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. 10 
 

 

Berdasarkan uraian di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis 

besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum 

pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Penanggulangan 

kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahulu dengan 

penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (pemberantasan/ 

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih 

menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi. 

 

3. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian11. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Kajian adalah suatu pembatasan mengenai topik atau tema tertentu yang 

dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam suatu penelitian.12 

b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan 

kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, 

kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor penyebab 

                                                 
10 Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Bdan Penerbit Undip, Semarang, 1997, 

hlm.98. 
11 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
12 Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 16, 
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terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan 

cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.13 

c. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut.14  

d. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.15 

e. Kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah perbuatan 

yang diatur Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), 

Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

 

 

 

                                                 
13 Emilia Susanti dan Eko Raharjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, Aura Publihsing, Bandar 

Lampung, 2018, hlm. 23. 
14 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1993, hlm. 46. 
15 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 82.  
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E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

empiris, yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari 

permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.16   

 

2. Sumber dan Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data 

kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis 

data meliputi data primer dan data sekunder 17  

 

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai 

teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

                                                 

 16
 Soerjono Soekanto. Op.Cit 1983. hlm.67 

 17 Ibid. hlm.71. 
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c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa 

permasalahan, dari berbagai buku atau literatur hukum.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

hukum penunjang seperti kamus, jurnal penelitian dan sumber internet.  

b. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan melakukan wawancara (interview) dengan narasumber 

 

3. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung = 1 orang  

b. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang   = 1 orang 

c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang 

d. Akademisi Kriminologi FISIP Unila    = 1 orang+ 

Jumlah         = 4 orang 
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4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari 

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan  

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan 

dengan melakukan wawancara (interview), kepada narasumber penelitian.  

 

b. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1) Seleksi Data 

Seleksi data adalah memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data adalah menempatkan data menurut kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat.  

3) Penyusunan Data 

Penyusunan data adalah menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk 

mempermudah interpretasi data penelitian.  
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5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya hasil 

penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang 

mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan 

secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok 

bahasan yang diteliti. Selain itu disampaikan berbagai saran sesuai dengan 

permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

 

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang 

ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. 

Pembedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan 

objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, 

sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.  

 

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, 

Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:  

1. Antropologi Kriminal  

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini 

memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku 

bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi  

Kriminal Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 

masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai 

di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.  

3. Psikologi Kriminal  

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat sari sudut jiwanya.  

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit 

jiwa atau urat syaraf.  

5. Penologi 

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.18 

 

                                                 
18 Yesmil Anwar, Op.Cit, hlm. 74. 
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Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:  

1. Higiene Kriminal  

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-

usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, 

sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk 

mencegah terjadinya kejahatan.  

2. Politik Kriminal  

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini 

dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor 

ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 

membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.  

3. Kriminalistik (policie scientific)  

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan 

pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai seluruh 

ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 

(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon)19 

 

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 

berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard 

(1830-1911), yang menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari dua suku kata 

yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, 

maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Secara teoritis terdapat 

beberapa faktor penyebab timbulnya pelanggaran hukum/kejahatan atau faktor 

etiologi yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor biologi 

Faktor biologi yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk 

menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta 

dari proses biologi. Faktor biologi menjelaskan bahwa proses biologi menjadi 

penyebab sesorang melakukan kejahatan. Hal ini dikemukakan dalam teori 

yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologi Kriminal), sebagai 

usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologi yang mencoba 

                                                 
19 Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Medan, USU Pers, 1995, hlm. 25. 
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mencari hubungan antara ciri biologi dengan tingkah laku manusia. Cesare 

Lombroso, sebagai tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya 

yaitu penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, bakat jahat tersebut 

diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (borne 

criminal). Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologi tertentu, 

seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain. Bakat 

jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat 

dipengaruhi. Menurut teori ini manusia adalah penjahat sejak lahir, bahwa 

laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, wanita adalah pelacur. 

Mengingat peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka 

mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradab,  masyarakat 

modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.20 

 

2. Faktor psikologi 

Faktor psikologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam 

menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-

masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong 

seseorang berbuat kejahatan. Faktor psikologi menjelaskan bahwa kondisi 

perilaku atau kejiwaan si penjahat berhubungan baik langsung maupun tak 

langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan akibatnya. 

Psikologi kriminal mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang 

diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku kejahatan. 

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu 

khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial atau bersifat 

                                                 
20 Ibid, hlm. 26. 
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kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial atau yang bersifat 

kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang 

satu dengan lainnya merupakan jaringan dan mempunyai dasar yang sama.21 

 

3. Faktor sosiologi 

Faktor sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam 

menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan 

berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial 

dalam kehidupan masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan. Faktor 

sosiologi menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi 

dan proses sosial. Suatu kejahatan pidana, umumnya dilakukan pelaku 

kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan 

kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi 

volumenya dan meningkat kualitasnya, termasuk kejahatan yang makin 

bervariasi. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan 

antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan 

tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, 

sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu 

juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi 

kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan 

peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. 22 

 

 

                                                 
21 Ibid, hlm. 27. 
22 Ibid, hlm. 28. 
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B. Pengertian Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 

Kejahatan 

 

 

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.23 Pengertian lain 

mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum 

dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.24 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 

Pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.  

 

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku 

                                                 
23 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2001, hlm. 17. 
24 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996, 

hlm. 16. 
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yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 25 

 

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”kejahatan” adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut 

Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya.26 

 

 

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.27 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

                                                 
25 Ibid, hlm. 17. 
26 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 34 
27 Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31 
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yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.28 

 

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis 

seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, 

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian 

terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk 

memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan 

berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori 

tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah 

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan 

dari Bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 29 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut: Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

                                                 
28 P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm. 172. 
29 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 37. 
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(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.30 Sedangkan pendapat Pompe 

mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan 

sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 

tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat 

dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur 

kejahatan (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. 31  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.  

 

Pelaku kejahatan dilihat dari deliknya dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 

1. Pelaku (Plegen) 

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban 

yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang 

perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum 

pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang 

yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat 

dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana 

perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat 

melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas 

dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi 

atas perbuatan yang telah dilakukan. 

2. Turut serta (Medeplegenr) 

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah 

terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana 

                                                 
30 Ibid, hlm. 38. 
31 Ibid, hlm. 39. 
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yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik 

delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam 

hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan 

salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, 

maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi 

medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-

pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing 

serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam 

lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi 

(dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh 

maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan 

sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana 

di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu 

besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai 

dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya 

dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan 

dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat 

berdasarkan sifat perbuatan lahirnya. 

 

3. Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)  

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang 

meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak 

yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki 

dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. 

Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang 

disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual. 

 

4. Menganjurkan (Uitlokker) 

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal 

dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis 

(orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor 

intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti 

kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk 

pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai 

batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang 

benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai 

melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul 

secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada 

saat melaksanakan anjuran. 

 

5. Pembantuan (Medeplichtigheid) 

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan 

batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan 

pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja 
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dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-

undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 

tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja 

mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat 

sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal 

ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan 

terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus 

terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa 

dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.32 

 

 

Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor 

endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya 

sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif 

bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya – diri – atau 

egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalan 

menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas 

itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang 

benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, 

faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan 

sosial, kesenjang ekonomi dan ketidak adilan merupakan contoh penyebab 

terjadinya tindak pencurianyang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar 

dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-

minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa 

nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup 

kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan 

                                                 
32 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996. 

hlm. 21-23. 
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dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang 

untuk berbuat jahat. 33 

 

Beberapa jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga 

tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok 

2. Kesempatan untuk menjadi pelaku kejahatan  

3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan 

kontrak sosial  

4. Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku 

kriminal.  

5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.34 

 

 

C. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

 

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi 

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa 

keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap 

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu 

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang. 35 

                                                 
33 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

1983, Jakarta, hlm. 126. 
34 Ibid, hlm. 127. 
35 Barda Nawawi Arif, Op.Cit, hlm.12.  
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Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan 

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar36 

 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada 

keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan 

non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. 

Penganggulangan kejahatan sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan 

globalisasi saat ini dapat terlaksana sesuai dengan nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat beradab.  

 

Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana 

hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” 

atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan 

suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi 

pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-

                                                 
36 Ibid, hlm.13.  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn37
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undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern criminal 

science disamping criminology dan criminal law. 37 

 

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana 

dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat 

undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan 

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan 

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika 

peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang 

hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 

perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.38 

 

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak 

dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya 

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). 

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan 

lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian 

integral dari politik sosial.39 Kata politik cenderung diartikan sebagai segala 

urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai 

                                                 
37 Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.87. 
38Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogjakarta, 

2009, hlm.22-23. 
39Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm. 23 
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pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.40  

 

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan 

harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung 

berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh 

umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang 

adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua 

kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya 

kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran 

lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup 

ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan 

kejahatan berhubungan erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk 

menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.41 

 

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat 

peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang 

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya 

sebagai berikut:  

1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil 

dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakanperbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

                                                 
40Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, Politik Pembangunan Hukum 

Nasional, UII PRESS, Yogyakarta, 1992, hlm. 88 
41 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana, 

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29. 
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yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost benefit principle). 

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overbelasting).42 

 

 

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang 

dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk 

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. 

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, 

turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, 

penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat 

penegak hukum itu sendiri.43 

 

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan 

pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana 

merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah 

terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam 

hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (daad-

                                                 
 42 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28. 
43 Nunung Nugroho, “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika 

Masyarakat Indonesia”, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 14 Nomor 1 April 2017. 
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dader strafrecht) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam 

sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. 44 

 

Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan 

sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang 

menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 45  

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi 

khusus dengan prevensi umum. Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana 

terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Prevensi 

umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.46 

 

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam 

bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (penitensier recht). Oleh 

karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum 

penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum 

penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-

peraturan positif mengenai sistem pidana (strafstelsel).47 

                                                 
44 Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan Double 

Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia”. Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 

Tahun 2012. hlm.6. 
45 Agung Purnomo, “Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan 

Pidana”. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36 
46 Muhammad Mustofa, “Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan 

"Restorative Justice" di Indonesia, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014.hlm.4 
47 Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam 

Putusan Hakim”, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297. 
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Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana 

yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam 

hukum pidana, yang meliputi baik strafstelsel maupun maatregelstelsel (sistem 

tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan 

menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap 

berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk 

menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan.48 

 

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau 

dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 

perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat 

pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus 

tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, 

bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia 

merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. 

Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan 

pembinaan bagi pelaku tindak pidana.49 

 

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum 

pidana yang pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi 

masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya 

penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak 

dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 

                                                 
48 Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. 

Jurnal Cendekia Hukum, September 2017. 
49 Ruben Achmad, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum 

Pidana”, Jurnal Legalitas Volume V Nomor 2 Desember 2013. 
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tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat.50 

 

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya 

suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan 

apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa 

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, 

mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan 

masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan 

yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya 

kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 

 

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah 

yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana 

sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan 

semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana 

dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu 

masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas 

pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang 

oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak 

dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat 

merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan 

tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan 

                                                 
50 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.9 
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yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu 

perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. 51 

 

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat 

peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang 

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya 

sebagai berikut:  

1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik 

materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost benefit principle). 

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overbelasting).52 

 

 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan 

sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan 

suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada 

                                                 
51Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie 

Center, Jakarta, 2002, hlm. 34. 
52 Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan 

Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25. 
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hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan 

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.  

 

Penanggulangan kejahatan dalam konteks penegakan hukum pidana pada 

prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi 

masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya 

penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak 

dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat.53 

 

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya 

suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan 

apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa 

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, 

mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan 

masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan 

yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya 

kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.54 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

                                                 
53 Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003, hlm. 77 
54 Esmi Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, 

Semarang, 2005, hlm. 51. 
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dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem 

peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. 

Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu 

akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-

masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 55 

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model 

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang 

melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan 

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan 

hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam 

rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control 

suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan 

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan 

pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang 

bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak 

                                                 
55 Yesmil Anwar dan Adang, Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, 

hlm. 65. 
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keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni 

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 56  

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat.57 

 

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di 

Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan 

peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam 

hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam 

masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini 

diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada 

pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan 

                                                 
56 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 
57 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan 

Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 74.  
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perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai 

alat pendorong kemajuan masyarakat.58 

 

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah 

yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk 

Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam 

diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik 

untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta 

mengendalikan setiap prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan 

hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-

basis politik dan sosial-kultural masyarakat.59  

 

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai 

paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita 

hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber 

nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan 

hukum. Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai 

penegakannya (enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang 

dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu: 

1) Necessity, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan 

sistematis dan terencana; 

2) Adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan 

kadar kepastian yang tinggi, 

3) Legal certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah 

dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran; 

                                                 
58 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, hlm. 

60. 
59Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. Op.Cit., hlm.93. 
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4) Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum; 

5) Feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya; 

6) Verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang 

siap uji secara objektif; 

7) Enforceability, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati 

dan dihormati;  

8) Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam 

pembuktian.60 

 

 

Penegakan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan 

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum 

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan 

hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa 

dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga 

negara. 

 

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada pada garda terdepan 

dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan 

bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

Hak Asasi Manusia.  

 

                                                 
60Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie 

Center, Jakarta, 2002 
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Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

(2) Menegakkan hukum;  

(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

bertugas: 

(1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

(2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
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(3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

(4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

(5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

(6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

(7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;  

(8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi untuk kepentingan tugas Kepolisian;  

(9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

(10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

(11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas Kepolisian;  

(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah: 

(1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

(2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

(3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik 

lintah darat, dan pungutan liar. 

(4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

(5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif Kepolisian;  

(6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

(7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

(8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

(9) Mencari keterangan dan barang bukti; 

(10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

(11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  
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(12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

(13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;  

h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

Kepolisian.  

 

 

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi 

antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada 

kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak 

lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam 

alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, 

rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang 
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berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan 

di masyarakat.61 

 

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres 

Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri 

menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional 

seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam 

bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak 

memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf 

auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, 

pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk 

organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di 

tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu 

(misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan 

sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan 

Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan 

kepolisian di wilayah hukum masing-masing. 

 

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos 

Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, 

staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana 

memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, 

sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang 

pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya 

                                                 
61 H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu 

Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89. 
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adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek 

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di 

wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik 

di bidang opersional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala 

Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun 

Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan 

Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat 

Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas 

untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinan.62 

 

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi 

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka 

penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih 

akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat 

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan 

tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of 

practice) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian 

(Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lantas) maka pelanggaran etika yang 

dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan 

pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga 

dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban 

tugasnya semakin hari terus meningkat.63 

 

                                                 
62 Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Mitra 

Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm.11. 
63 Sutarto. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11  
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Masyarakat bagi Polri, bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan 

(jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik 

oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian 

tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (public accountability). 

Akuntabilitas publik kepolisian sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat 

dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa 

seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (low visibility).64 

 

Konsekuensinya ialah dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi 

pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian 

maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan 

bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai 

obyek tindakan kepolisian. 

 

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan 

untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli 

kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Kepiolisian dalam menjalankan tugasnya 

mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. 

Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki 

akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang 

diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai 

                                                 
64 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, 

Laksbang Grafika, Surabaya, 2012, hlm. 43 
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pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan 

pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman.65 

 

Secara struktural dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, 

kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua 

kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak 

hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat 

termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua 

fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi 

tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk 

mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan di 

sini tentu mengacu pada suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, 

kekuasaan polisi itu tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, 

banyak lembaga lain yang terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya 

lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif. 

Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki masalah yang serius, 

persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar menjadi wasit yang 

adil dalam kinerjanya, sedangkan strategi kekuasaan merangkak ke arah titik 

orientasi tujuan pihak penguasa. Dalam kondisi demikian apabila polisi tidak 

diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan mudah 

mengabaikan tujuan moral kolektif.66 

 

                                                 
65 Sadjijono, Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 

2007, hlm. 65 
66Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat 

Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012. hlm.11  
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 

menunjukkan adanya titik rawan kekuasaan polisi yaitu pada fungsi pokoknya, di 

mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi 

penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kecenderungan penggiringan Polri 

menjadi agent of political stabilisation tersebut sesungguhnya berbahaya 

sebagaimana dialami semasa Orde Baru berkuasa, di mana TNI bersama Polri 

lebih hadir sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai penegakan hukum yang 

ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir elit penguasa saja. Dalam 

undang-undang tersebut hubungan Polri dengan departemen lain yang memiliki 

kewenangan kepolisian antara lain Bea Cukai, Imigrasi, POM, Pajak, dan 

lembaga-lembaga adat yang mengemban fungsi kepolisian juga kurang diatur 

secara koordinatif.67 

 

Pengaturan keanggotaan Polri pada Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) tampak 

membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi. Pada hal setelah 

keluar dari pengorganaisasian TNI, polisi dinyatakan sebagai ”polisi sipil”. 

Selayaknya keanggotaan pada lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga sipil, tidak dibedakan 

antara PNS dengan jaksa, hakim maupun aparat pemasyarakat. Yang 

membedakan adalah ”kewenangan” yang dilekatkan kepada individu-individu 

yang memiliki tugas khusus. Seperti penuntut umum, hakim, sipir, dan 

penyelidik/penyidik jika di lingkungan Polri tidak menganut diskriminasi.68 

 

                                                 
67 Wasito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, LPIP, Yogyakarta, 2012. hlm.54 
68 Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan 

Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm.9. 
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Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara 

dinamis, perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban 

tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Mengingat pada setiap 

anggota polisi melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal 

itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku yang jelas bagi masing-masing 

fungsi kepolisian maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. 

Perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai 

dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar 

lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat.69 

 

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. 

Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat 

yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai 

pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua 

aspek, yakni kinerja dalam menekan kriminalitas dan kinerja dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan 

untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi.  

 

D. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum 

 

 

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 

alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi 

juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

                                                 
69 Wasito Hadi Utomo, Op.Cit. hlm.15. 
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maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat 

itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup 

bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan 

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.70  

 

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam 

suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota 

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-

sumber daya, serta melindungikepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh 

karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.  

 

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

                                                 
70 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm. 41.  



 55 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi. 71 

 

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan 

predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat 

2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi 

3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi 

melawan kritik 

4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-

sumber daya72  

 

 

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang 

secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan 

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. 

Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan 

perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai 

basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan 

sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota 

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-

sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh 

karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 

                                                 
71 Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Jakarta, 2004, 

hlm. 65-72. 
72 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5. 
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Masalah pembangunan hukum nasional tidak selayaknya dilihat dan dipahami 

hanya sebagai subyek pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai obyek 

pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, hukum dituntut agar dapat tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana pembangunan social (law is a tool of social 

engineering), tetapi sebagai upaya menciptakan sistem hukum nasional, maka 

dalam pembangunannya dibutuhkan pola pikir, yang melihat hukum dan 

memahami hukum sebagai suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional, yang 

dibangun dengan cara antara lain menerapkan prinsip good governance dan 

dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem politik dan 

ketatanegaraan sesuai dengan amandemen UUD 1945. 

 

Friedrich Karl von Savigny dalam Sudarto mengemukakan: “Law is and 

expression of the common consciousness or spirit of people”. Hukum tidak dibuat, 

tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht 

gemacht, es ist und wird mit dem volke). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka 

dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti 

yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu 

tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat 

kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyararakat mengembangkan 

hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk 

kepercayaan) dan konstitusi yang khas.73 

 

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di 

Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan 

                                                 
73 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7 
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peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam 

hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam 

masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini 

diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada 

pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai 

alat pendorong kemajuan masyarakat.74 

 

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (volksgeis). Selanjutnya 

dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama 

masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam 

sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai 

perana pembuat undang-undang seperti terdapat pada masayarakat modern.Pada 

masyarakat yang sedang membangun perubahan dibidang hukum akan 

berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya.75 

 

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan 

sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak 

untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan 

perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Hukum berasal dari 

masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan 

hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa 

yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan 

                                                 
74 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 111. 
75 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006, 

hlm.12-13. 
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yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen 

dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana 

sampai pada masyarakat yang komplek76 

 

Masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke komplek tidak 

jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula 

yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. 

Memang setiap pebangunan maerupakan proses menuju suatu tujuan tertentu 

melalui berbagai terminal; selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka 

transisi masih akan tetap ada. Pada masayarakat yang sederhana, hukum timbul 

dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga 

masyarakatnya. Penguasa di sini lebih banyak mengesahkan atau menetapkan 

hukum yang sebenarnya hidup di masyarakat, tetapi hal yang sebaliknya agaknya 

terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks 

menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. 

Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa konsekuensi pada aneka 

macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-

kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan, walaupun hukum datang dan 

ditentukan dari atas, namun sumbernya tetap dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ibid. hlm.14 
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IV. PENUTUP  

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tidak melaporkan 

adanya tindak pidana narkotika terdiri dari: masyarakat tidak mau berurusan 

dengan masalah hukum karena dianggap akan merepotkan dirinya sendiri, 

masyarakat takut terhadap pelaku tindak pidana dan sindikatnya yang 

berpotensi mengancam keselamatan jiwanya apabila diketahui melaporkan 

tindak pidana narkotika dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 

perlindungan hukum yang akan diperolehnya apabila melaporkan adanya 

tindak pidana narkotika kepada penegak hukum. Faktor-faktor penyebab 

tersebut sesuai dengan Teori Kontrol Sosial dikemukakan oleh Travis Hlrchi 

bahwa kejahatan terjadi akibat berkurangnya elemen-elemen ikatan sosial 

yaitu: attachment, commitment, involvement dan belief.  

 

2. Upaya penanggulangan kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika secara non penal adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai 

kesadaran hukum kepada masyarakat agar masyarakat bersedia menjadi 

pelapor tindak pidana narkotika dan memberikan jaminan keamanan dan 

keselamatan terhadap pelapor. Upaya penal dilakukan dengan proses 

penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melakukan tindakan dalam hal dan 
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menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka kejahatan tidak 

melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Upaya tersebut sesuai dengan 

Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan melalui sarana non 

penal dan sarana penal, di mana penerapannya merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana.   

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hendaknya penegak hukum mengatasi faktor penyebab terjadinya kejahatan 

tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dengan meningkatkan 

penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang 

menjadi pelapor dalam proses penegakan hukum pidana. Selain itu agar 

menerapkan sistem aplikasi pelaporan tindak pidana demi menjaga 

kerahasiaan dan keamanan pelapor. Hal ini penting untuk dilakukan agar 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap terjaminnya keselamatan dan 

keamanan mereka ketika menjadi saksi atau pelapor akan mengalami 

peningkatan.  

2. Hendaknya penegak hukum mengoptimalkan upaya penanggulangan 

kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika baik melalui 

sarana non penal maupun melalui sarana penal. Sarana non penal dilakukann 

dengan pendakatan persuasif kepada masyarakat untuk turut berperan aktif 

dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dengan 
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melaksanakan peran sebagai pelapor atau saksi. Sarana penal dapat 

dioptimalkan dengan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, baik melalui proses 

penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana sesuai dengan kesalahan atau 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 
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